Menimbang :

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 286 TAHUN 2021
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

b,
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KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyvederhanaan birokrasi di  lingkungan pemernntah
daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten  Musi  Banyuasin  telah  mendapatkan
persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat
Nomor 061 /4022 /VII/202]1 tanggal 17 Desember 2021, hal
Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a, dan huraf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Relormasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birikrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas



Menetapkan ;

e

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2021 Nomaor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN EAKYAT DAERAH KABUPATEN MLUSI
BANYUASIN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin,

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

6. Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vyang
selanjutnya disebut Sckretariat DPRD merupakan unsur
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Musi Banyuasi.

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjuinya discbut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris
DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin dengan persetujuan bersama

Bupati Musi Banyuasin.
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Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional
vang melaksanakan fungsi pelavanan [ungsional sesuai
dengan ruang lingkup/Substansi bidang tugas dan fungsi
jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan
fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan [ungsional
scsual dengan ruang lingkup/Sub-Substansi bidang tugas
dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB 1l
KEDUDUKAN

Pasal 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan
pemerintahan  yang menjadi  kewenangan pemerintah
kabupaten di bidang pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD,

Sckretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD
yvang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan
secara  admimstratif bertanggungjawab kepada Bupati
melalhui Sekretaris Daerah.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum, membawahi:
1. Subbagian tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bagian Program dan Keuangan, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional;

d. Bagian Persidangan  dan Perundang-Undangan,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;



(2] Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten
Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada Lampiran
vang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
sekretaris DPED

Pasal 4

Sckretaris  DPRD  mempunyai  tugas menvelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menvediakan dan
mengoordinasikan lenaga ahli vang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan hak serta fungsinya sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal &5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Sckretaris DPRD mempunyai fungsi:
penvelenggaraan administrasi kesckretariatan DPRD;

d.
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

£

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

L

penvediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli  yang
diperlukan oleh DPRD; dan
¢. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

plmpinan.

Bagian Kedua
Bagian Umum
Pasal &

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata

usaha, kepegawaian, rumah langga dan perlengkapan DPRD.



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyvelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

b, pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;

c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;

d. memfiasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota
DPRD;

¢. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

[. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;

g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan
rumah tangga DPRD;

h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana DPRD;

i. penyelenggaraan pengelolaan aset vang menjadi tanggung
jawab DPRD; dan

J-  pelaksanaan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh

PUNPINAN.

Pa=zal 8

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:

d. melaksanakan surat menyurat, naskah dinas Sekretariat
DPFRD dan pimpinan DPRD:

b. melaksanakan kearsipan;

c. menyusun administrasi kepegawaian;
menyusun rencana kerja operasional keglatan pelayanan
administrasi kepegawaian;

e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan
tenaga ahli;

g. menylapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut
kepangkalan dan formasi pegawaian; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnva vang diberikan oleh

pimpinan.
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Bagian Ketiga
Bagian Program dan Keuangan

Pa=sal 9

Bagian Program dan Keuangan mempunyai  tugas
melaksanakan  perencanaan, — penganggaran,  verifikasi,

akuntansi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Bagian Program dan Keuangan mempunvyai fungsi:

d4. penyusunan perencanaan anggaran Sckretariat DPRD;

b. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran
Sekretariat DPRD;

c. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah
tangga Sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat
DPRD,

e, penvelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat
DPED;

[. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan
Sekretanat DPRD;

g, pengkoordinasian pengelolaan anggaran Sckretariat DPRD;

h. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan
Sckretariat DPRD;

i. pelaksanaan  evaluasi  laporan  pertanggungjawaban
pengelolasan keuangan Sekretariat DPRD;

j- pengkoordiniran dan pengevaluasian laporan keuangan
Sekretariat DPRD;

k. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi
keuangan Sekretariat DPRD;

l.  penyusunan laporan kinelja dan anggaran Sckretariat
DPRED; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh

pimpinan,
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Bagian Keempat
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Pa=sal 11

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai

tugas melaksanakan kajian perundang-undangan,

persidangan, risalah, humas, protokol dan publikasi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

mempunyai fungsi:

ia.

penyelenggaraan kajian perundang-undangan;

pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan
Peraturan Daerah;

pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan
draft rancangan Peraturan Daerah inisiatif;

pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk
penyusunan peraturan perundang-undangan;

pengumpulan bahan penyiapan draft rancangan Peraturan
Daerah inisiatif;

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
penyvusunan nsalah rapat;

pengkoordinasian  pembahasan rancangan Peraturan
Daerah;

pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar
Inventaris masalah (DIM);

pelaksanaan  verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah
rapat;

penyelenggaraan hubungan masvarakat;

penyelenggaraan publikasi;

penyelenggaraan keprotokolan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh

plmpinan.
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Bagian Kelima

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 13

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai
tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran, fasilitasi

pengawasan, kerjasama dan aspirasi,

Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, melaksanakan fasilitasi penganggaran, fasilitasi

pengawasan, kerjasama dan aspirasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi
pembahasan KUAPPAS /KUPAPPAS Perubahan;
b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi

Pembahasan APBD/ APBDP;

c. pelaksanaan  fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. pelaksanaan  fasilitasi, verifikasi, dan  koordinasi
pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6
{enam) bulan berikutnya;

¢. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi
pembahasan  laporan  keterangan pertanggung jawaban
Bupati;

f. pelaksanaan fasilitasi, verilikasi, dan kaoordinasi
pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi
masyarakaft;

h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan
rapat dalam rangka pengawasan;

1. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi
pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

J-  pelaksanaan [asilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan
pengawasan pengEunaan anggaran;

k. pelaksanaan  fasilitasi, wverifikasi, dan  koordinasi

pengawasan pelaksanaan kehijakan;
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pelaksanaan  [asilitasi, verifikasi, dan koordinasi
penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
pelaksanaan  [asilitasi, verifikasi, dan  koordinasi

persetujuan kerjasama daerah; dan

. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh

pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pa=sal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesual dengan bidang jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional
sesual dengan bidang keahliannya.

Sclain kelompok jabatan [ungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang
dibagi beberapa Sub-Substansi yang dipimpin oleh Sub-
Koordinator vang berada dibawah dan bertangpungjawab
kepada Kepala Bagian seclaku koordinator pada masing-
masing pengelompokan uraian [ungsi.

Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (3)
melaksanakan fugas membantu  koordinator dalam
penyusunan rencana, pelaksanasn dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok  jabatan fungsional pada masing-masing
pengelompokan uraian [ungsi.

Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayatl (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas
usulan Pejabat vang berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BARB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Sckretaris  DPRD  berkewajiban  melaksanakan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik dalam lingkungan Seckretariat DPRD maupun dengan
mstansi lain vang terkail.

Setiap pimpinan saluan unit organisasi bertanggungjawab
memimpin  dan  mengkoordinasikan  bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan
Dinas Kabupaten bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing secara berjenjang,.

Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan
tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Sekretaris DPRD diangkalt dan diberhentikan oleh Bupati

atas persetujuan pimpinan DPRD sctelah berkonsultasi

dengan pimpinan Fraksi.

Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan

diberhenukan oleh Bupati atas usul Sckretaris DPRD

melalui Sekretaris Daerah.

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

scbagaimana dimaksud ayatl (1) dan ayat (2) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Eselonering Jabatan di Sekretariat DPRD adalah sebagai

berikut :

a. Bekretaris DPRD, adalah jabatan eselon ILb atau
jabatan pimpinan linggl pratama;

b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon Ill.a atau jabatan
administrator;
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c. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a atau
jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saal Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maksa:

1.

3.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sckretariat Daerah
dan Sckretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Dacrah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016);

. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
dan Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 68 Tahun 2017);

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang
susunan Orgamsasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sckretariat
Daerah dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor 22 Tahun 2019);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,



2
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyvuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

Pli. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

tid

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sckayu
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 286

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURRA, 5H., M.5i
NIP, 19800715 199903 2 003



BAGAN STRURKTUR ORGANISAS]
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 286 Tahun 2021
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Tanggal : 30 Desember 2021

Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

SEKRETARIE PRI}

|

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN
TATA UUSAHA DAN
KEPEGAWATAN

A BAGIAN BAGLAN
PERSIDANGAN DAN FASILITAS] PENGANGOARAN
RAM I
i DA LA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGAWASAN
| | I
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL . FUNGSIONAL FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGEIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURESBA, SH., M.51
NIP. 19800715 1994903 2 003

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

Lt

BENI HERNED]



	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

